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GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/855/B.III/HK/2014

TENTANG

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN

Menimbang :

Mengingat

RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MASA BHAKTI 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD
Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah
terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur;

. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti 2014-2019;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Lampung;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daecrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/0OTDA Tanggal 22

Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata
Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKTI
2014-2019.

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti
2014-2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang segera

melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan
tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh
Gubernur.

: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan

menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Desember 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tulang Bawang di Menggala;

4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
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LAMPIRAN
NOMOR

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: G/855/8.11IIHK/2014

TANGGAL : 1 DESEMBER 2014

EVALUAS! TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKTI 2014-2019

No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5
1. | Kop dan Judu! RANCANGAN PERATURAN Kop Garuda Kop dan Judul disempurnakan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH disesuaikan ketentvan Permendagri
KABUPATEN TULANG BAWANG- KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor 1 Tahun 2014 dan masa
NOMOR ... TAHUN ... PROVINSI LAMPUNG bhakti keanggotaan DPRD.
RANCANGAN
TENTANG PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
TATA TERTIB NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
MASA BHAKTI 2014-2019
2. | Diktumn Menimbang bahwa dengan telah dibedakukannya Undang-Undang Nomor bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154, 163, 165, 168, | Konsideran menimbang
17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 173, 175, 181, 185 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | disempurnakan.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka terhadap Peraturan
DPRD Kab. Tulang Bawang Nomor 01 Tahup 2710 tentang
Tala Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang peru ditinjau
kembali;

bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan untuk
melaksanakan ketentuan Peraturan  dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Tulang Bawang
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemernintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 peru diatur mekanisme kerja Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang,

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, peru
menetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa
Bhakti 2014-2019 dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang;




2 3 4 5
Diktum Mengingat 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | - Konsideran ~mengingat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, | angka 3, 5, 6, 10 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) | angka 1
sebagaimana felah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti [ disempumakan.
Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik | - Angka 4, 9, 10 dan
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara | angka 11 dihilangkan.
Republik Indonesia Nomor 4844); Republik Indanesia Nomor 5589); - Pengetikan sesuai
—adang-tindang=Nomor=33-~ahtR—2b0d-leniang- Kouargan | - dengan hirarki

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

11.Peralisan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga -atas Peraturan Pemerintsh Nomor 24 Tahun 2004 fentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola DPRD
{Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4712);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4801) sebagaimna telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 201 1
Nomor 8, Tambahan Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fenlang Pembenlukan Peraturan
Perundang—Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
N-mor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati,
dan Walikola {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

perundang-undangan.
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Diktumn Memutuskan MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN: Diktum Memutuskan tanda
dan Menetapkan Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Menetapkan PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | baca Gtk dva tanpa
KABURATEN-TULANG-BAWANG TENTANG TATA TERTIB TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | menggunakan spasi dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKTI | Diktum Menetapkan

TULANG BAWANG MASA KEANGGOTAAN 2014-2019. 2014-2019. disempumakan.

Ketentuan Umum

Susunan dan
Kedudukan

Pasal 1
Calam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disebut-DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
14. Badan Legistasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakllan
Rakyat Daetah Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Pertama
KEDUDUKAN DPRD
Pasal 2
{1) DPRD memipakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pen esintahan daerah.
(2) DPRD terdiri atas wakil anggola partai polifik peserta pemilihan umum yang
dipilih mefalui pemilihan umum.

Pasal 3
(4) DPRD mempunyai fungsi:
a. logislasi
b. anggaran; dan
C. pengawasan

(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam
kerangka reprensentasi rakyat di daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

3.
14.

(1)
(2)
(3)

(1)

2)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat-DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan
Peraluran Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Bagian Kesatu
Kedudukan DPRD

Pasal 2
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah,
DPRD terdin atas wakil anggota partai politik peserta pemilihan umum
yang dipilih melalui pemilihan umum.
Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

Pasal 3
DPRD mempunyai fungsi :
a. pembentukan Peraturan Daerah;
b. anggaran; dan
C. pengawasan.
Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam
kerangka reprensentasi rakyat di daerah.
Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat. .

Pasal 1 angka 3 dan angka
14 disempumakan.

Pasal 2 disempumakan.

Pasal 3 disempurnakan.
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Pasal 4
Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan
dengan cara:
a. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
¢. menyusun program pembentukan Perda bersama bupati.

Pasal §
Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ memuat daftar
vrutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
DPRD melakukan koordinasi dengan bupati.

(1)
2

Pasal 6
Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam
bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD
yang diajukan oleh bupati.
Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD;
b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
¢. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(1)

(2)

Pasal 7
(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hunf ¢ diwujudkan dalam
bentuk pengawasan tethadap:
a. pelaksanaan Perda dan peraturan bupati;
b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan Pemenntahan Daerah; dan
c. pelaksanaan tindak ianjut hasil pemeriksaan iaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan. ‘
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
taporan keuangan oieh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD
berhak mendapatkan laporan hasi pemeriksaan kevangan yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.
DPRD melakukan pembahasan ferhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
DPRD dapat meminta Karifikasi atas temuan (aporan hasil pemeriksaan laporan keuangan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

)

3)
@)

- Tambahkan pasal baru sesuai
ketentuan Pasal 150, 151, 152,
dan Pasal 153 Undang-Undang
Nomar 23 Tahun 2014,

- Dengan adanya penambzhan
pasal, urutan pasal selanjutnya
disesuaikan.
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7 | Tugasdan Bagian Ketiga Bagian Ketiga Pasal 4 disempumakan
Wewenang OPRD TUGAS DAN WEWENANG DPRD Tugas dan Wewenang DPRD sesuai ketentuan Pasal
Pasal 4 Pasal 4 154 Undang-Undang Nomor
DPRD mempunyai tugas dan wewenang : DPRD mempunyai tugas dan wewenang : 23 Tahun 2014
a. membentuk peraturan daerah bersama bupati; a. membentuk peraturan daerah bersama bupati,
b. membahas dan memberikan persetuiuan rancangan peraturan daerah | b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai APBD yang diajukan cleh Bupati; mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
C. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah | C. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
dan APBD; dan APBD;
d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati dan wakil | d. mengusulkan pengangkatan danfatau pemberhentian bupati dan wakil
bupal kepada Menteri Dalam Negen melaki gubemur untuk bupali kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur sebagai wakil
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian; Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
a-—memiib—wakil-busati-dalam—hal-terdadi—kekesengan—iabatas—waki atau pemberhentian;
bupaii: €. membenkan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
f.  memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana pefjanjian intemasional di daerah;
kabupaten terhadap rencana perjanjian intemasional di daerah; f.  membenkan persetujuan terhadap rencana kefa sama intemasional
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
yang dilakukan oleh pemerintah daerah; g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
penyelenggaraan pemerintahan daerah; h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah fain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan [ i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
daerah; peraturan perundang-undangan.
m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam xetentuan
peraturan perundang-undangan,
8 | Susunan dan Pasal 5 Pasal 5 Pasal 5 disempurnakan
Keanggotaan Anggota DPRD terdid-atas 45 {(empat puluh lima) orang anggota partai | Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang anggota partai politik

politik peserta pemiliran umum yang dipilin melalui hasil pemilihan umum.

peseria pemilihan umum yang dipilih melalui hasil pemilihan umum.

|

!

(
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Pasal 6
(1) Keanggotaan DPRD dlresmlkan dengan keputusan Gubemur Lampung

(2) Anggota DPRD berdomtsnll dl Menggala (Ibu Kota Kabupaten) ‘
Pasal 7

(1) Anggota DPRD yang baru sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpah! Janjl secara bersama - sama be -

Dalam haI terdapat anggota DPRD yang baru lldak dapat mengucapkan
sumpah/ janji bertepatan dengan berakhimya masa jabatan 5 (lima) tahun
anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud
berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang
mengucapkan sumpah/anji secara bersama - sama.

Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada
han kbur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janii dilaksanakan
hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.
Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan
sumpah/janiji secara bersama — sama yang dipandu oleh ketua pengadilan
negeri dalam rapat paripuma istimewa DPRD.

Dalam hal ketua pengadilan negen berhalangan, pengucapan sumpah/janii
anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengaditan negen.

Dalam hal wakil ketua pengadilan neger sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/fjanji anggota DPRD dipandu
oleh hakim senior pada pengadilan negen yang ditunjuk oleh ketua
pengadilan negeri,

Anggota DPRD vyang berhalangan

(2)

(3

(4)

()

(6)

mengucapkan  sumpah/janiji

{7)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4} yang bersangkutan mengucapkan
sumpah/janji dipandu oleh ketea=am=waklhkeéua DPRD dalam rapat
paripuma istimewa DPRD.

Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya,
mengucapkan ‘sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketva
DPRD dalam rapat parlpuma |st|mewa DPRD.

(1)
{2

(1)

)

(3)

)

(5)

(6)

Pasal 6
Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubemur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Anggota OPRD berdomisili di Menggala (Ibu Kota Kabupaten).

Pasal 7

Anggota DPRD yang baru sebelum memangku jabatannya
mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu
oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripuma DPRD.
Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat
mengucapkan sumpalh/ janji bertepatan dengan berakhimya masa
jabatan & (ima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan
anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa
jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpahfanji secara
bersama-sama.

Dalam hal tanggal berakhimya masa jabatan anggota DPRD jatuh
pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janii
dilaksanakan hari berkutnya sesudah han libur atav hari yang
diliburkan dimaksud.

Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan
sumpahfjanji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua
pengadilan negeri dalam rapat paripuma istimewa DPRD.

Dalam hal ketua pengadilan negen berhalangan, pengucapan
sumpahv/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan
negei.

Dalam hal wakii ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpahfjanji anggota
DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang
ditunjuk oleh ketua pengadilan negerni.

Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janii
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan
mengucapkan sumpahfjanji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam
rapat paripuma istimewa DPRD.

Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku
jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua
atau wakil ketua DPRD dalam rapat patipuma istimewa DPRD.

Pasal 6 disempumakan

Pasal 7 disempumakan
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Pasal 8
Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, didampingi oleh rokhaniawan sesuai dengan
agamanya masing - masing.
Sumpah/fjanji sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) adalah
sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota’ketua’wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang dengan sebaik - baiknya dan seadil-
adilnya, sesuai dengan peraturan perundang - undangan, dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan-memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili
untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Pada waktu pengucapan sumpah/jjanji, untuk penganut Agama Islam
didahului dengan kata “Demi Allah”, untuk penganut Agama Kristen
Protestan/Katolik diakhii kata “Semoga Tuhan Menolong Saya™,
untuk penganut Agama Hindu didahului kata “Om Afah
Paramawisesa’, untuk penganut Agama Budha didahului kata “Demi
Sanghyang Adi Budha™.
Setelah mengucapkan sumpah/jjanji anggota DPRD menandatangani
berita acara pengucapan sumpah/fanji.

Pasal 9
(1) Tata cara pengucapan sumpahfjanjii anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 terdin dari tata urutan acara, tata pakaian
dan tata tempat.
(2) Tata urutan acara unluk pelaksanaan pengucapan sumpahfjanii
anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
b. pembacaan keputusan peresmian  pemberhentian
pengangkatan anggota DPRD oleh sekretans DPRD;
c. pengucapan sumpahfjanji anggota DPRD, dipandu oleh ketua
pengadilan neger atau pejabat yano Aitunjuk;

(1)

(2)

Q)

(4)

dan

Pasal 8
{1} Pengucapan sumpahfjanji anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, didampingi oleh rokhaniawan sesuai dengan agamanya
masing-masing.
Sumpahfjanji sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai
benkut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanii :
bahwa saya akan memenuhi kewajban saya sebagai
anggotaketua'wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, demi tegaknya  kehidupan demokrasi, serta
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili
untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Pada waktu pengucapan sumpahfjanji, untuk penganut Agama Islam
didahului dengan kata “Demi Allah”, untuk penganut Agama Kristen
Protestan/Katolik diakhin kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk
penganut Agama Hindu didahului kata "Om Atah Paramawisesa”,
untuk penganut Agama Budha didahului kata “Demi Hyang Adi Budha”.
Selelah mengucapkan sumpah/janji anggota DPRD menandatangani
berita acara pengucapan sumpah/janii.

)

(3)

)

Pasal 9

(1) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 terdin dan tata urut- .1 acara, tata pakaian dan
tata tempat. _

(2} Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mefiputi :
a. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
b. pembacaan keputusan peresmian  pemberhentian

pengangkatan anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;

c. pengucapan sumpahfjanji anggota DPRD, dipandu oleh ketua

dan

Pasal 8 disempurnakan

Pasal

disempumakan

9

ayat

(3)

pengadilan Ef”ﬁ atau pejabat yang ditunjuk;
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(3)

{4)

—_

k

g.
h.
i
J

penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara
simbolis oleh satu orang dan masing - masing kelompok agama
dan ketua pengadilan;

pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
serah terima pimpinan DPRD dan pimpinan lama kepada pimpinan
sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
sambutan pimpinan sementara DPRD;

sambutan bupati atas nama gubemur;

pembacaan doa;

penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan

penyampaian ucapan selamat.

Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah / janji
anggota DPRD meliputi :

a.

b.
C.

ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan
dan instansi yang bersangkutan;

bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
anggola DPRD vyang akan mengucapkan sumpah/janji
menggunakan pakaian sipit lengkap wama gelap dengan peci
nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
undangan bagi anggota TNI / Poln menggunakan pakaian dinas
upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap
dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian
nasional.

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpahfanji anggota DPRD
meliputi :

d.

b.

pimpinan DPRD duduk di sebelab kiri bupati dan ketua pengadilan
negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan bupati;

anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpahfanji duduk di
tempat yang telah disediakan;

setelah pengucapan sumpahfjanji pimpinan sementara DPRD
duduk disebelah kin bupati;

pimpinan DPRD yang lama dan ketua penrgadilan negen atau
pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD;

para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang
telah disediakan; dan

Pers/kmu TV/radio disediakan tempat tersendin.

(3)

(4)

™o

k

g.
h.
i
J

penandatanganan berita acara sumpah/anji anggota DPRD secara
simbolis oleh satu orang dari masing — masing kelompok agama dan
ketua pengadilan;

pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
serah terima pimpinan DPRD dar pimpinan lama kepada pimpinan
sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
sambutan pimpinan sementara DPRD;

sambutan bupati atas nama gubemur;

pembacaan doa;

penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan

penyampaian ucapan selamat

Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah / janji
anggota DPRD meliputi :

a.

b.
C.

ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan
dan instansi yang bersangkutan;

bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional,
anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpahjanji menggunakan
pakaian sipil lengkap wama gelap dengan peci nasional bagi pria
dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional; dan

undangan bagi anggota TNI / Poli menggunakan pakaian dinas
upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan
peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya
nasional.

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpahfanji anggota DPRD
meliputi :

a.

b.

pimpinan DPRD duduk di sebelah kin bupati dan ketua pengadilan
negen atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan bupati;

anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpahfanji duduk di
tempat yang telah disediakan;

setelah pengucapan sumpah/fanji pimpinan sementara DPRD duduk
disebelah kin bupati;

pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan neger atau
pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD;

para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang
telah disediakan; dan

Persfkru TV/radio disediakan tempat tersendin.

!
\

(




T

3

4

8

Hak Angket

Pasal 10

Masa |abatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun lerhituag-mulaida

BeAguean: mpahfanji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang

baru mengucapkan sumpalV/ janji.

Pasal 13

(1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan fertufis terhadap
pemintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, dalam rapat paripuma DPRD.

(2) Apabila bupati tidak dapat hadir untuk membenkan Penjelasan Tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupat mengajukan pejabat
terkait untuk mewakilinya.

(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan alas keterangan
bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Terhadap jawaban bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
DPRD dapat menyatakan pendapatnya.

(5) Pemyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada bupati.

(6) Pemyataan pendapat DPRD atas keterangan bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk bupati dijadikan bahan
dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Pasal 14

(1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
diusulkan oleh sekurang- kwangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD
dan berasal lebih dan 1 (satu) fraksi.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan atau
diberikan nomor pokok dari sekretariat DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen
yang memuat sekurang — kuv_.ngnya :

a. maten kebijakan danfatau pelaksanaan peraturan daerah yang
akan diselidiki; dan

b. alasan Penyelidikan oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam
rapat panpuma DPRD.

(4) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan
dengan membernikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk
memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul

Pasal 10
Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat
anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpat/ janji.

Pasal 13

(1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap
permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, dalam rapat paripuma DPRD.

{2) Apabila bupati idak dapat hadir untuk memberikan Penjelasan Tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupafi mengajukan pejabat yanq
ditunjuk untuk mewakilinya.

(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan
bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{4) Terhadap jawaban bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRD
dapat menyatakan pendapatnya.

(5} Pemyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada bupati,

(6) Pemyataan pendapat DPRD atas keterangan bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk bupali dijadikan bahan
dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Pasal 14

(1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
diusulkan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh} crang anggota DPRD dan
berasal lebih dan 1 (satu} fraksi.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampakan kepada
pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan atau
diberikan nomor pokok dan sekretariat DFRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat {2} disertai dengan dokumen
‘yang memuat sekurang-kurangnya :

a. mateni kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan daerah yang akan
diselidiki; dan

b. alasan Penyeiidikan aleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat
paripumna DPRD.

{(4) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan
memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lzinnya untuk

membenkan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul
membernkan jawaban atas pandangan anggota DPRD. J

Pasat 10 disempurnakan

Pasal 13 ayat

disempumakan

(2)

Pasal 14 disempumakan
dengan menambah ayat

baru yaitu ayat (10}

memberikan jawaban atas pandangan ?noq% DPRD.
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Hak Menyatakan
Pendapat

(5) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap bupati dapat
disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripuma DPRD yang
dihadiri 3/4 (tiga per empat) dan jumlah anggota DPRD dan putusan
diambil dengan persetujuan sekurang- kurangnya 2/3 (dua per tiga)
jumlah anggota yang hadir.

(6) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD,
pengusul berhak menank kembali ysulnya.

(7) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai pemintaan
penyelidkan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan
penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada bupati.

(8) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket.

(9) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud
ayat (8) DPRD membentuk panitia angket yang terdini atas semua
unsur fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.

Pasal 17 ‘

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1} huruf ¢ diusulkan oleh sekurang- kurangnya 10 (sepuluh)
orang Anggota DPRD lebih dari 1 (satu) fraksi.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayal (1), disampaikan kepada
pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberi
nomar pokok cleh sekretariat DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen
yang memuat sekurang— kurangnya :

a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) serta
alasan pengajuan usul pemyataan pendapat atau;

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi pemyataan pendapat
tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripuma
DPRD setelah mendapat pertimbangan dar Badan Musyawarah.

Pasal 18
(1) Usul pemyataan pendapat oleh pimpinan disampaikan dalam rapat
Paripuma DPRD setelah mendapat pertimbangan dan Badan
Musyawarah.
{2) Dalam rapat paripuma DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul
pemyataan pendapat tersebut.

(5) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap bupati dapat
disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripuma DPRD yang
dihadiri 3/4 (tiga per empat) dan jumlah anggota DPRD dan putusan
diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)
jumlah anggota yang hadir.

{6} Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD,
pengusu! berhak menank kembali usulnya.

(7) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan
penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan
penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada bupati.

(8) DPRD memutuskan menenma atau menolak usul hak angket

(9) Dalam hal DPRD menenma usul hak angket sebagaimana dimaksud
ayat {8) DPRD membentuk panitia angket yang terdin atas semua
unsur fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.

(10) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 17

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf ¢ diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang
Anggota DPRD lebih dan 1 (satu) fraksi.

(2) Usul sebagaimana dimaksud padz ayat (1), disampaikan kepada
pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diben
nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3} Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen
yang memuat sekurang-kurangnya :

a. maten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) serta
alasan pengajuan usul pemyataan pendapat atau;

b. maten hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.

Pasal 18
(1) Usul pemyataan pendapat oleh pimpinan disampakan dalam rapat
Parpuma DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan
Musyawarah.
(2) Dalam rapat panpuma DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul
pemyataan pendapat tersebut.

Pasal 17 ayat (3) bhuruf b
disempumakan

Pasal 18
disempumakan

ayat (4)

{
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(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan | (3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan
memberikan kesempatan kepada : memberikan kesempatan kepada:
a. anggota DPRD iainnya untuk memberkan pandangan melalui fraksi; a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi,
b. bupati untuk memberikan pendapat; b. bupali untuk memberikan pendapat,
c. para pengusul memberikan jawaban alas pandangan para anggota dan ¢. para pengusu! memberikan jawaban alas pandangan para anggota dan
pendapat bupati. pendapat bupati.
(4) Usul pemyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul | (4) Usul pemyataan pendapat sebelum memperoleh kepulusan DPRD, pengusul berhak
berhak menrgajukar-porubahan-atas menark kembali usulnya. menarik kembali usuinya.
(5) Usul sebagalmana d|maksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat | (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD
DPRD apabila mendapat persefjuan dari Rapat Paripuma DPRD yang apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripuma DPRD yang dihadin sekurang—
dihadin sekurang- kurangnya 3/4 {liga per empat) dari jumlah- Anggota DPRD kurangnya 3/4 {tiga per empal) dar jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil
dan putusan diambil dengan persefujuan sekurang—kurangnya 2/3 (dua per dengan perselujuan sekurang—kurangnya 2/3 (dua per tiga) dan jumlah anggota
tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. DPRD yang hadir.
(6) Rapat paripuma DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pemyataan (6) Rapal paripuma DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan
pendapat tersebut menjadi pemyataan pendapat DPRD. pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapal DPRD.
(7) Apabita DPRD menerima usul pemyataan pendapat, keputusan DPRD berupa : | (7) Apabila DPRD menerima usul pemyataan pendapat, keputusan DPRD berupa:
a. pernyataan pendapat; a.  pemyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan b.  saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan. c.  peringatan.
11 | Hak Mengajukan Pasal 20 Pasal 20 Pasal 20
(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan usul prakarsa Rancangan | disempumakan

Rancangan Peraturan

Daerah

(1)
(2)

(3
{4
{5)

©)
U
®)

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa mengajukan
rancangan peraturan daerah.

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai
penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
Usul prakarsa lersebul oleh p|mp|nan DPRD dlsampalkan pada raeat

Dalam rapal panpuma para pengusul dlben kesempatan membenkan
penjelasan atas usul sebagalmana dimaksud pada ayat (2).

Rembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan
kesempatan kepada :

a. anggota DPRD Ialnnya untuk membenkan pandangan,

c. para pengusul memberlkan |awaban atas pandangan para anggola dea

Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul
berhak mengajukan pembahan danlatau mencabuinya kembali.
: : D-yang menerima atau menolak

usul prakarsa men]adi prakarsa DPRD

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD
mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan
daerah atas prakarsa bupati.

{

Peraturan Daerah.

{2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan
DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara teriulis
dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayal (2) oleh Pimpinan DPRD
disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan
pengkajian.

(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraluran Daerzh pimpinan
DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.

{5) Dalam Rapal Paripuma, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan
atau usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pembahasan mengenai sesualu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan
kesempalan kepada :

a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; -
b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota ainnya.

(7} Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak
mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.

(8} Rapal Paripuma memutuskan menerma atau menolak usul prakarsa menjadi
Prakarsa DPRD.

{9} Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti
ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas

prakarsa Bupali.
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12 | Hak Mengajukan Pasal 21 Pasal 21 Pasal 21
Pertanyaan (1) Setiap anggota DPRD dapal mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah | (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah | disempumakan
Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan berkaitan dengan fungsi, lugas dan wewenang DPROD baik secara lisan maupun
maupun tertulis. tertulis.
Boranyaan-cobagaim (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberkan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang wakiu yang disepakati
bersama.
13 | Hak Menyampaikan Pasal 22 Pasal 22 Pasal 22 ayat (2)
Usul dan Pendapat | {1} Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan | (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan | disempumakan
pendapat secara baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pendapat secara baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan
pimpinan DPRD. DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan | (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
dengan memperhatikan tata krama, etka, moral, sopan santun, dan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan
kepatutan sebagarwaki-rakyat. sesuai kode etik DPRD.
14 | Hak Memilih dan Pasal 23 Pasal 23 Pasal 23
Dipilih Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau | disempumakan

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan d|p|l|h menjada an.ggota
atau p'.mpman dan arat kelengkapan DPRD kecusai-Pimpin:

pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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15 | Hak Mengikuti Pasal 26 Pasal 26 Fasal %
Qrientasi Dan (1) Anggota DPRD mempunyai hak mengikuli orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota | (1) Anggota DPRD mempunyai hak mengikuti orientasi pelaksanaan lugas | disempurnakan
Pendalaman Tugas DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa sebagai anggota DPRD pada pemmulaan masa jabalannya dan mengikuli
jabatannya. pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dapat dilakukan oleh pemerintah, | (2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman fupas dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah, sekretariat DPRD, partai palitik, atau perguruan tinggi. pemerintah, pemerintah daerah, sekretariat DPRD, parai politik, atau
(3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas perguruan tinggi.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalarnan tugas
{4) Pimpinan DPRD mempublikasikan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan pimpinan
pada masyarakat banyak. fraksinya.
{4) Pimpinan DPRD mempublikasikan hasil pelaksanaan orientasi dan
pendalaman tugas kepada masyarakat.
16 | Kedudukan, BABY Judul BAB V dan
Susunan dan Tugas KEDUDUKAN Pasal 9
Fraksi Pasal 29 disempumakan

KEDUDUKAN

Pasal 29

(1}  Untuk mengoptimalkan peiaksanaan fungsi sera tugas dan wewenang DPRD serta hak
dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

(2) Setiap anggota DPRD waijib menjadi anggota safah satu fraksi.

(3) Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumiah komisi di DPRD.

(4) Partai politik yang jumiah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3), atau lebih dapat membentuk 1 (satu} fraksi.

(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang
ada atau membentuk fraksi gabungan.

(6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai pofitik yang memenuhi persyaralan untuk membentuk
fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk fraksi gabungan.

(7)  Jumiah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak
2 (dua) fraksi.

(8} Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan
anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.

(9) Fraksi mempunyai sekrelariat fraksi.

(10) Sekretariat DPRD 1,enyediakan sarana, prasararg: anggaran dan lenaga ahli guna

kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan

memperhatikan kemampuan APBD.

(12)
(13) Pemtuan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, (5) dan (6} dilaporkan kepada
pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripuma DPRD §

DRRD [

{1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi sefa tugas dan wewenang
DPRD serta hak dan kewajban anggota DPRO, dibentuk fraksi sebagai
wadah berhimpun anggota DPRD.

(2) Setap anggota DPRD waijib menjadi anggota salah satu fraksi.

(3) Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di
DPRD.

(4) Parai poliik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai kefenluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau lebih dapat membentuk 1 (satu}
fraksi.

(5} Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD fidak memenuhi
ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggolanya dapat
bergabung dengan fraksi yang ada atau membenluk fraksi gabungan.

(6) Dalam hal tidak ada 1 {satu) partai poiitik yang memenuhi persyaratan untuk
membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk
fraksi gabungan.

(1) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5} dan ayat (6)
paling banyak 2 (dua) fraksi.

{8) Partal Politk sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dan ayat (5) harus
mendudukkan anggolanya dalam 1 (satu) fraksi.

{9)  Fraksi mempunyai sekretanat fraksi.

{10} Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan fenaga ahli guna

kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan

memperhatikan kemampuan APBD.

Psmbentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6)

ditaporkan kepada pimpinan DPRD unluk diumumkan dalam rapat paripurna

DPRD.

Fraksi yang lelah diumumkan dalam Rapat Paripuma sebagaimana

dimaks&,v‘ ~agda ayat (11) bersifal letap selama masa keanggotaan DPRD.

(11)

(12)
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17 | Susunan Fraksi Pasal 31 Pasal 31 Pasal 31
(1) Lurangaya—terdii—das (1) Dalam hal jumiah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri dari | disempumakan
aric-y ipilin-dar-dan-oloh i ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dan dan oleh anggota fraksi.
{2) Dalam hal ;umlah anggola fraksn ha%m&)—orang, pimpinan fraksi | (2) Dalam hal jumiah fraksi hanya 3 {liga) orang Pimpinan Fraksi lerdid atas Ketua dan
terdiri dan kefua, wakil ketua dan sekretaris. Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
(3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
dan ayal 2) dwampad(aa pada pimpinan DPRDdas-sekarjutaya-diumumkan (2) dilaporkan pada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripuma.
: a-5eluruh-anggeta-BRRD dalam rapat paripuma. (4} Seliap fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dibantu oleh 1 (satu) orang
(4) Sehap frak51 sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dibantu oleh 1 (satu) tenaga ahli yang paling sedikit memenuhi persyaratan:
orang fenaga ahli yang paling sedkit mempunyai persyaratan : a. pendidikan serendah-rendahnya sirata satu (S1) dengan pengalaman kerja
a. pendidikan serendah - rendahnya strata satu {$1) dengan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dan strata dua (52) dengan pengalaman kefja
ketja paling singkat 5 (lima) tahun dan strata dua {S2) dengan paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja
pengalaman kera paling singkat 3 (tiga) tahun alau strata tiga (S3) paling singkat 1 (satu) tahun.
dengan pengalaman kerja paling singkat 1 {satu) tahun. b. menguasai bidang pemerintahan.
b. menguasai bidang pemerintahan. c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
¢. menguasai fugas dan fungsi DPRD. (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan -diberhentikan
(b) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
18 | Alat Kelengkapan BAB VI BAB VI Pasal 3
DPRD ALAT KELENGKAPAN DPRD ALAT KELENGKAPAN DPRD disempurnakan
Bagian Pertama Bagian Kesatu
Pasal 33 Pasal 33
{1) Alat kelangkapan DPRD ferdini atas : (1) Aat kelengkapan OPROD terdiri atas:
a. pimpinan; a. pimpinan;
b. Badan Musyawarah; b. badan Musyawarah;
¢ komisi; ¢. komisi;
d. Badan Kehomatan; d. badan Kehommatan;
e. Badan Anggaran; e. badan Anggaran;
f. Badan kegislasi-Daerah dan f.  badan Pembentukan Peraturan Daerah; dan
9. alat kelengkapan lain yang diperiukan dan dibentuk oleh Rapal Paripurna. g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripuma.
(2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat

(3)
(4)

bersifal kolektf dan kolegial.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
Komisi, Badan kegistasi dan Badan Kehormatan sessra-borkala fiap 3 (liga)
bulan sekali harus menyampaikan faporan kegiatan yang telah di lakukan dan
rencana kegiatan yang akan dijalankan 3 (liga} bulan kedepan kepada
pimpinan DPRD.

()
(4)

koleklif dan kolegial.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat
dibantu oleh Tim pakar atau Tim Ahli.

Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan setiap 3
(tiga) bulan sekali harus menyampaikan laporan kegiatan yang tefah di lakukan dan
rencana kegiatan yang akan dijalankan 3 {tiga) bulan kedepan kepada pimpinan
DPRD.
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19 | Penetapan Pimpinan Pasal 34 Pasal 34 Pasal 34
DPRD {1} Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang | {1) Pimpinan DPRD terdin atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil | diserpumakan
wakil ketua yang berasal dari partal p0|ltlk beldasarkan urutan ketua yang berasal dari partai politk berdasarkan urutan perolehan kursi
peralehan kursi terbanyak di DPRD hasi-pemithan-urun terbanyak di DPRD.
(2) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dan parta| politk yang | (2) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dan parai politik yang
memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh | (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi
kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, ketua DPRD ialah
DPRD ialah anggota OPRD yang berasal dari partai politk yang anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara
memperoleh suara terbanyak. terbanyak.
(4) Dalam hal ferdapat lebih dan 1 (satu) partai politk yang memperoleh | (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara
suara fterbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat {(3) penentuan ketua
penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai
perolehan suara partal poiltlk yang obil-uas-secs Ag. poliik yang paling merata urutan pertama.
bih-dati-satu—ps Dokt (5) Dalam hal terdapat lebih dari salu partai politk yang memperoleh kursi
terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat {2) wakil ketua DPRD
ialah anggota DPRD yang berasal dan partai politk yang memperoleh suara
terbanyak kedua, ketiga dan keempat.
{6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
yang berasal dar partai politk yang memperoleh kursi tlerbanyak kedua,
ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
(7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
yang berasal dan partai politk yang memperoleh urutan suara terbanyak
kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumiah wakil ketua DPRD.
(8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling
merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil
ketua DPRD.
20 | Pimpinan Sementara Pasal 35 : Pasal 35 Pasal 35
(1) Selama pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 | (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 belum | disempumakan

belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD

dengan tugas pokok memimpin rapat — rapat DPRD, memfasilitasi
pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata terib OPRD,
dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

terbentuk, DPRD dipimpin cleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas
pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi,
menyusun rancangan peraturan tala terib DPRD, dan memproses
penetapan pimpinan DPRD definitif.
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(2) pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), | (2) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, terdin
terdiri atas eserang ketua dan seesaag wakil ketua yang berasal dari 2 atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal darn 2
{dua) partai politk yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di
kedua di DPRD. DPRD.
(3) apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi | (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politk yang memperoleh kursi
terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara
secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang-ada-di musyawarah oleh wakil partai pofitik bersangkutan.
BRRD: (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari
pariai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
21 | Penetapan dan Pasal 37 Pasal 37 Pasal 37
Peresmian Pimpinan | (1) Ketua dan wakil ketua diresmikan dengan keputusan gubemur. (1) Kelua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubemur. disempumakan
(2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan | (2) Pimpinan OPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpah/janji sebagarmana dlatur dalam pasal 8 yang dipandu ketua sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 8, di gedung DPRD yang
pengadllan negen dihada purRa—istimewa—DRRE dipandu Ketua Pengadilan Negen.
(3) Dalam hal pengucapan sumpahfanji di gedung DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan,
pengucapan sumpahfjanji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat
.o Y na-dinandu-oigh b s N |ain_
{4) Dalam hal ketua pengadllan negen sebaga|mana darnaksud dalam ayat | (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
(3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil
oleh wakil ketua pengadilan negeri. ketua pengadilan negeri.
(5) Datam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud | (5) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat
dalam ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpahfanji pimpinan (4) berhalangan, pengucapan sumpahfjanji pimpinan DPRDdipandu oleh
DPRDdipandu oleh hakim senior pada pengadilan negen yang ditunjuk hakim senior pada pengadilan negen yang ditunjuk oleh ketua pengadilan
oleh ketua pengadilan negeri. negefi.
(6) Masa jabatan pimpinan DPRD mesgikuti—mas (6) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan
DRRO- sumpahfjanji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhimya masa
jabatan keanggotaan DPRD.
22 | Pemberhentian Pasal 40 Pasal 40 Pasal 40
Pimpinan DPRD {1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam | (i} Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal disempurnakan

pasal 38 dilaporkan dalam rapat paripuma oleh pimpinan DPRD.

(2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam Rapat Paripuma.

(3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagalmana dlmaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD daa-dilengkapi-dengan-berita

acarafopatponpams:

(2)
@)

38 dilaporkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPRD.

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

{

{
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Pasal 41 Pasal 41 Pasal M
(1) Keputusan DPRD tentang uswiae pemberhentian sebagaimana—dimaksud | (1) Kepulusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan | disempurnakan
dalam-fasal40-disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubemur melalui DPRD kepada gubemur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya,
bupau untuk peresm|an pemberhentlannya {2) Peresmian pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(2) , ' . n-oleh-gubemur ditetapkan dengan keputusan gubemur.
(3) Peresmian pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
Pasal 42 Pasal 42 Pasal 42
(1) impinan DPRD yang bemenu atau—dobeeheﬁ&kan sebagalmana (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 39 berasal | disempumakan
dimaksud dalam Pasal 39 aya % 53 dari pantai politk yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
(2) Ponetapar pimpinan DPRD sebagaimana- (2) Calon pengganti Pimpiran DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan Partai Pofitik
dilakeanakan-dalam-Rapat Panpuma DPRD sebagamana—dmaksud-dalam sehagaimana dimaksud pada ayat (1} untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan
Pasal-dl-dan-Rasal-38: ditetapkan gengan Keputusan DPRD.
23 | Tugas Pimpinan Pasal 43 Pasal 43 Pasal 43
DPRD (1} Pimpinan DPRD mempunyai tugas : (1) Pimpinan DPRD mempunyai lugas : disempurnakan

a. memimpin sidang - sidang dan menyimpulkan hasi! sidang untuk
mengambil keputusan;

b. menyusun rencana kefja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja
antar ketua dan wakil ketua;

¢. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda

dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

menjadi koordinator pada salah satu komis;

menjadi juru bicara DPRD;

melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

mewakili DPRD dalam berhubungan dengan Lembaga / Instansi lainnya;

mengadakan konsultasi dengan bupali dan instansi pemerintah lainnya

sesuai dengan keputusan DPRD;

mewakili DPRD di Pengadilan;

j melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan ketentuan sanksi
atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

k. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang
peng<sahannya dilakukan dalam rapat paripuma; dan

. menyampaikan laporan kinefja pimpinan DPRD dalam rapat paripuma
DPRD yang khusus dladakan untuk itu.

Se ~oa

)

&)

a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
b. menyusun rencana ketja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antar ketua dan
-wakil kelua;
c.  melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan maten
kegiatan dari alat kelengkapan DPRD,
d. menjadi jury bicara DPRD;
e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan Lembaga/instansi lainnya;
g. mengadakan konsultasi dengan bupati dan instansi vertikal lainnya sesuai dengan
keputusan DPRD;
h. mewakili DPRD di Pengadilan;
i.  melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi
anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
j menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekrelariat DPRD yang pengesahannya
dilakukan dalam rapat paripuma; dan
k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripuma DPRD yang
khusus diadakan untuk itu.
Dalarn hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh)
hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan
DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai
dengan pimpinan yang bersangkutan dapal melaksanakan tugas kembali.
Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh)
harni, partai politk asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada
pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersetut untuk
melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

(
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Komisi

(1)
2

(3)
(4)

(3)

(6)
N
(8
(9)

Pasal 46
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk
oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah
satu komisi.
Jumlah komisi—komisi sebagaimana dimaksud sebanyak 4 (empat) komisi.
Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal
berjumiah 8 (delapan} orang dan maksimal berjurnlah 12 (dua belas) orang.
Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komlsr d|p|||h dan dan oleh anggota kom|5|
untuk selanjutnya dilaporkan dan gdian-dise Sika ada=s
anggela-melaluirapal paripuma DPRD
Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi Jain,
didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan sefiap awal 1ahun.
Keanggotaan dalam Kornisi diputuskan dalam rapat paripuma DPRD atas usul
fraksi pada awal tahun.
Masa tugas anggota DPRD dalam komisi ditetapkan paling lama dua selengah
tahun.
Anggola DPRD pengganti antar wakiy menduduki tempat anggota Komisi
yang digantikan.

Pasal- 48

Komisi mempunyai lugas :

0 o™

._'.:'

rnelakukan pembahasan lerhadap rancangan peraturan daerah, dan
rancangan keputusan DPRD;
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan B

membanlu plmplnan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang
disampaikan oleh bupati dan masyarakat kepada DPRD;,

menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjul aspirasi
masyarakal,

memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persertujuan
pimpinan DPRD;

mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;

mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang fingkup
bidang tugas masing-masing komisi;

memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil
pelaksanaan tugas komisi;

(1)
)

3
)

©)
)
(7
8)
&)

Pasal 46
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk cleh
DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu
komisi.
Jumlah komisi-komisi sebagaimana dimaksud sebanyak 4 (empat) komisi.
Jumlah anggola setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal
berjumlah 8 {delapan) orang dan maksimal berjumlah 12 (dua belas) orang.
Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi, untuk
selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripuma DPRD.
Penempatan anggola DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke kornisi lain,
didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun.
Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripuma DPRD atas usul fraksi
pada awal tahun anggaran ini.
Masa tugas anggota DPRD dalam komisi ditetapkan paling lama dua setengah
tahun.
Anggola DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang
digantikan.

Pasal 48

Komisi mempunyai lugas :

mengupayakan terfaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan
Keputusan DPRD;

melakukan pengawasan lerhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan
ruang lingkup tugas komisi;

membanty Pimpinan DPRD uniuk mengupayakan penyelesaian masalah yang
disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD;

menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjufi aspirasi masyarakat;
memperhalikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat diDaerah;

melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas perserujuan Fimpinan
DPRD;

mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup
bidang tugas masing-masing komisi;

memberikan laporan terfulis kepada Pimpinan OPRD tentang hasil pelaksanaan
tugas komisi

’

Pasal 40 ayat (5) dan ayat
(7) disempurnakan

Pasal 48 disempumakan
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Badan Kehormmatan

Badan Pembentukan
Peraturan Daerah

Pasal 49
(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat
kelengkapan OPRD yang bersifat tetap dan ditelapkan dengan
Keputusan DPRD.
(2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
d|p|||h dan dan oleh anggota DPRD ontuan=yang-diatu

(3) Jum!ah anggota Badan Kehonnatan sebanyak 5 (hma) orang.

(4) Pimpinan Badan Kehommnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan
oleh anggota Badan Kehormmatan.

(5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam rapat paripuma DPRD berdasarkan usul dari
masing-masing fraksi.

(6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota
Badan Kehormatan yang digantikan.

(7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan drtetapkan dua Setengah
tahun daa-dapatdip 5 R-darfeal

(8) Badan Kehonnatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dsbantu oleh
sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat
DPRD.

BADAN LEGISLASLDAERAH
Pasal 58
Badan Legistasi-Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat
tetap, dibentuk dalam rapat paripuma DPRD.

Pasal 59

{1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada
permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;

(2) Jumiah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat
paripuma menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota
Komisi;

(3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumiah
anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan;

(4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing—masing fraksi.

Pasal 49

(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan
DPROD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

{2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipitih dan
dan oleh anggota DPRD.

(3) Jumiah anggota Badan Kehormatan sebanyak 5 (imaj orang.

{4) Pimpinan Badan Kehommatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini
atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dan dan oleh
anggota Badan Kehormatan.

(5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing—masing fraksi.

(6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan
Kehomatan yang digantikan.

(7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan ditetapkan dua setengah tahun.

(8) Badan Kehommatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
sekretanat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat OPRD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Pasal 58
Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap, dibentuk dalam rapat panpuma DPRD.

Pasal 59

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk
pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;

(2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam
rapat panpuma menurut perimbangan dan pemeralaan jumlah Anggota
Komisi;

(3) Jumiah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan
juniah anggota satu komisi di DFRD yang bersangkutan;

(4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing—masing
fraksi.

Pasal 49 ayat (2) dan

ayat
disempumakan

Pasal
disempumakan

Pasal
disempumnakan

0

58

89
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Pasal 60 Pasal 60 Pasal 60
(1) Pimpinan Badan kegislas-Daerah terdini dari 1 (satu) orang ketua dan | (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdii dan 1 (satu} orang | disempumakan
1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dan dan oleh anggota Badan ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota
Legistasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan pensip musyawarah
(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legistasi dan mufakat;
Daerah bukan anggota; (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan
(3) Masa jabatan pimpinan Badan kegistasi-Daerah paling lama 2 ¥z (dua Peraturan Daerah bukan anggota;
setengah) tahun. (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama
(4) Masa keanggotaan Badan kegistasi Daerah dapat diubah pada setiap 2 Y2 (dua setengah) tahun.
tahun anggaran. {4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah
pada sefiap tahun anggaran.
Pasal 61 Pasal 61 Pasal 61
Badan Legislasi bertugas : Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas: disempumakan

a. menyusun rancangan program legﬂaa daerah yang memuat daftar
urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya
untuk setiap {ahun anggaran di lingkungan DPRD;

b. koordinasi untuk menyusun program legiskasi daerah antara DPRD dan
pemerintah daerah;

c. menyiapkan rancangan peratwran daerah usul DPRD berdasarkan
program prioritas yang telah ditetapkan;

d. nelakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan peraluran daerah lersebut kepada pimpinan
DPRD;

e. memberikan pertimbangan tethadap rancangan peraturan daerah yang
digjukan oleh anggota, komisi danfatau gabungan komisi, di luar
prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar
rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legistasi
daerah;

f.  mengkuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
pembahasan, maten muatan rancangan peraturan daerah melalui
koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

g. memberkan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan
peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah,

h. membuat laporan kineja pada masa akhir keanggotazan DPRD
baikyang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat
digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan
benkutnya.

a.

menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat
daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya
untuk setiap tahun anggaran di fingkungan DPRD;

koordinasi untuk menyusun program pembentukan peraturan daerah antara
DPRD dan pemerintah daerab;

menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program
prioritas yang telah ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan daerah tersebut kepada pimpinan DPRD;

memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang
diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar priofitas
rancangan perattran daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan
daerah yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan dzerah;
mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan,
maten muatan rancangan peraturan daerah mefaiui koordinasi dengan komisi
danfatau panitia khusus;

memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan
daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaaan DPRD baikyang
sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai
bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
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27 | Persidangan Bagian Pertama Bagian Kesatu Pasal 63 ayat (2) dan ayat
PERSIDANGAN Persidangan {3) disempumakan
Pasal 63 Pasal 63
(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat | {1} Pada awal masa jabalan keanggolaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat
pengucapan sumpahfjanji anggota. pengucapan sumpahfanji anggola.
{2) Tahun sidang dibagi-datam 3 (tiga) masa sidang. (2) Tahun sidang 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada | (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada
persidangan terakhir dan satu periode keanggotaan DPRD dilakikan—tanpa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan.
masa reses. (4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) han kerja dalam 1 (satu) kalii
(4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 {enam) hari kefja dalam 1 (safu) kali reses.
reses. (5) Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan/kelompok untuk
{5) Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan/kelompok uniuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
mengunjungi daerah pemilhannya guna menyerap aspirasi masyarakat. (6) Anggota DPRD secara perseorangan alau kelompok wajib membuat laporan
(6) Anggota DPRD secara perseorangan atav kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud
tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana pada ayat (5) yang yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat
dimaksud pada ayat (5) yang yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam paripuma,
rapat paripuma. (7} Selama masa reses berlangsung, fidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan
(7) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecualijika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat
DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat, (8) Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh pimpinan DPRD selelah
(8) Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh pimpinan DI"RD mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah.
setelah mendengar pestimbangan dan Badan Musyawarah.
2B | Jenis Rapat Pasal 64 Pasal 64 Pasal 64 ayat {1} huruf j
(1) Jenis Rapat DPRD ferdiri alas : {1) Jenis Rapat DPRD texdir atas : dan ayat (11}
4. rapat paripuma; a, rapat paripuma; disempumakan
b. rapat paripuma istimewa b. rapat paripuma istimewa;
c. rapat pimpinan DPRD; ¢. rapat pimpinan DPRD;
d. rapat fraksi; d. rapat fraksi;
e. rapat konsultasi; e. rapat konsuliasi;
f. rapat badan musyawarah; f. rapal badan musyawarah;
g. rapat komisi; g. rapal komisi;
h, rapat gabungan komisi; h. rapat gabungan komisi;
i. rapat badan anggaran, i. rapat badan anggaran;
j. rapatbadan legistasi daerah; j rapat badan pembentukan peraturan daerah;
- k. rapatbadan kehormatan, k. rapat badan kehormalan; ,
. rapat panitia khusus, |. rapat panitia khusus;

@)

m. ragat kefja;

n. rapatdengar pendapal, dan

0. rapat dengar pendapat umum.

Rapat paripuma merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau
wakil kelua dan merupakan forum terfinggi dalam melaksanakan wewenang dan
tugas DPRD, aniara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi
peraturan daerzh dan menetapkan keputusan DPRD;

m. rapat kefja;
n. rapat dengar pendapat, dan
0. rapat dengar pendapat umumn,

{2) Rapat paripurna merupakan rapat anggota DPRD yarg dipimpin oleh kelua alau

wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksaaakan wewenang dan
{ugas DPRD, antara lain unluk menyetujuf rancangan peraran daerah menjadi
peraturan daerah dan menetapkan keputusan DPRD.

\

—
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(3) Rapat paripuma yanq bersifat istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh | (3} Rapat paripurna yang bersifat isimewa merupakan rapat anggota DPRD yang
ketua atau wakil kefua untuk melaksanakan sualu acara tertentu dengan lidak mengambil dipimpin oleh ketua atav wakil ketua untuk melaksanakan sualu acara tertentu
keputusan; dengan tidak mengambil keputusan;
(4} Rapat pimpinan DPRD merupakan rapal para anggola pimpinan OPRD yang dipimpin oleh | (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang
ketua atau wakil ketua DPRD;, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
(5) Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi dipimpin oleh ketua fraksi atau wakil kefua | {b) Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi dipimpin oleh kelua fraksi atau wakil
fraksi; ketua fraksi;
(6) Rapat konsultasi adalah rapal antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan | {6) Rapat konsullasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan
alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD; pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD;
(7' Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah dipimpin oleh | {7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah dipimpin
ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah; oleh kelua atau wakil ketua Badan Musyawarah;
{8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi; (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi dipimpin oleh ketua atau wakil
{9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat komisi-komisi dipimpin oleh ketua atau wakil ketua ketua komisi;
DPRD; (9) Rapal gabungan komisi merupakan rapat komisi-komisi dipimpin oleh ketua atau
(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
wakil ketua Badan Anggaran; (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran dipimpin oleh
(11) Rapat Badan kegislasi Daerah merupakan rapat anggola Badan begisiasi Daerah yang ketua atau wakil kelua Badan Anggaran,;
dipimpin oleh ketua atau wakil kelua Badan kegiclask (11} Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapal anggola Badan
{12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehomnatan yang dipimpin oleh Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan
ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan; Pembentukan Peraturan Daerah;
(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau | (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang
wakil ketua panitia khusus; dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan;
{14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD/Badan Anggaran/komisi gabungan komisibadan | (13} Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh
khusus dengan bupali atau pejabat yang ditunjuk; Ketua atau wakil ketua panilia khusus;
(15} Rapal dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah; (14) Rapat kefja merupakan rapat antara DPRD/Badan Anggaran/komisi gabungan
16}-Keomisi-berhak-memanggi-SKPB-yang-lidak—memenubl-undangan-dalom-rangka-rap3 komisifbadan khusus dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk;
{(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapal antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
______ mpinar-apabila-idak-memenuhi-undanean-DRRE-schanval-d-fligalkali (16) Rapat dengar pendapal umum merupakan rapal antara DPRD dan masyarakat
{17) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat aniara DPRD dan masyarakat baik baik lembagaforganisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi,
lembagaforganisasi kemasyarakatan maupun perorangan afau antara komisi, gabungan gabungan komisi atau panitia khusus dan masyarakat baik lembagaljorganisasi
komisi afau panitia khusus dan masyarakal baik lembagalorganisasi kemasyarakatan kemasyarakatan maupun perorangan.
matpun perorangan.
Pasal 65 Pasal 65 Pasal 65
(1} Rapat paripuma DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) | (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam | disempurnakan
tahun masa sidang. 1 (satu) tahurn masa sidang. !
{2) Rapal paripuma selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan alas usul : | (2} Rapal paripuma selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
a. bupatj atas usul:
b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; alau a. bupat;
c. anggota dengan jumiah paling sedikil 1/5 (satu perima) dari jumiah anggota DPRD yang b. pimpinan alat kelengkapan OPRD; atau
mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi. €. anggeta dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dan jumlah anggota
(3) Rapat paripuma DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD DPRD yang mencenminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah; (3) Rapat paripuma DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua

DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

{
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Pasal 68
Rapat OPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripumna DPRD, rapat
paripumna istimewa dan rapat dengar pendapat umum.
Rapat OPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat
konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat Badan
Kehormatan.
Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi
rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan
Legislasi-Daerah, rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Pasal 72
Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah masing—-masing
{hari dan jam kerja pemerintah kabupaten tulang bawang) deagan mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perubzhan har dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan dalam rapat setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 74
Setiap anggota DPRD wajibmenghadiri Rapat DPRD, baik rapat paripuma
maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menandatangani daflar hadir rapat.
Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daflar hadir rapat
tersendi.
Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib
memberitahukan kepada pimginan rapat
Undangan rapat dilakukan melalui Surat Undangan tertulis, dan dapat
didukung rmelalui Media Elektronik seperti SMS, Email, Faximile, dan Telepon.
Setiap Rapat Paripuma Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan memakai
pakaian yang tercantum dalam surat undangan yais-RERRSEHPakalas-Adat

Pasal 68

(1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna
istimewa dan rapat dengar pendapat umum,

(2) Rapat DPRD yang bersifal tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi,
rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat Badan Kehormatan.

(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertuiup meliputi rapat
komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan
Peraturan Daerah, rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Pasal 72
(1) Hari dan jam kerja DPRD adalah:
a, hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WiB;
b. istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WiB;
¢ han Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WiB; dan
d. istirahatjam 11.30 s.d 13.00 WIB.
(2) Hari dan Jam Rapat DPRD adalah:
a. hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB;
Hari Jum’at Pukul 08.00 s.d 11.00 WiB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB; dan
b. apabila diperiukan sesua dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawzrah,
Rapat dapat dilaksanakan pada malam han mulai pukul 19.00 WIB - selesai.
(3) Rapat dilaksanakan digedung DPRD.
(4) Dalam hal Rapat tidak dapal dilaksanakan di gedung DPRD karena Kebutuhan atau
alasan terfentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh
pimpinan DPRD.

Pasal 74

(1) Setiap anggota DPRD wajibmenghadin Rapat DPRD, baik rapat paripuma maupun
rapat alat kelengkapan sesuai dengan fugas dan kewajibannya.

{2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menandatangani daftar hadir rapat.

(3) Para undangan yang menghadii rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapal
tersendini,

(4) .4nggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapal, wajib
memberitahukan kepada pimpinan rapat.

(9) Undangan rapat dilakukan melalui Sural Undangan tertulis, dan dapat didukung
melalui Media Elektronik seperti SMS, Email, Faximile, dan Telepon.

(6) Setiap Rapat Paripurna Pimpinan dan Anggota DPRD diwgjibkan memakai pakaian
sesuai yang tercantum dafam surat undangan.

Pasal 68 ayat (3)
disempumakan

Pasal 72 disempumakan,
disesuaikan dengan
Keppres Nomar 68 Tahun
1995 tentang Hari Kerja di
Lingkungan Lembaga
Pemeriniah.

Pasal 74 disempumakan
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(2) Rapat paripuma memenuhi kuorum sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
apabila :

a. dhadin sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumiah anggota
DPRD uniuk pengambilan persefujuan hak angket dan hak menyatakan
pendapat serta mengambil keputusan mengenai usulan pemberhentian
bupati ataw wakil bupati.

b. rapat dihadiri sekurang—kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan
peraturan daerah atau APBED.

¢. rapal dihadiri oleh [ebih dari 1/2 {satu per dua) dari jumlah anggota DPRD
untuk rapal panpuma selain rapat sebagaimana dimaksud husuf a dan
b.

(3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila
dianggap sah :

a. disetujui sekurang—kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang
hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat(2) huruf a.

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 {satu per dua) dan jumiah anggola DPRD
yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.

c. diselujui dengan suara terbanyak uniuk rapat sebagimana dimaksud ayat
{2) hunof c.

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) tak terpenuki maka rapat
ditunda paling lama 2 {dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak
lebih dari 1 (satu) jam.

(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapal sebagaimana dimaksud ayat (4),
kuoruri belum juga terpenuhi, pimpinan rapal menunda rapat pafing lambat 3
{tiga) han alau sampai waktu yang ditetapkan badan musyawarah.

(6) Apabiia setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (5) kuorum

sebagaimana dimaksud ayat (2) belum tefpenuhn lemadap kelentuan

sebagatmana ayal (2) huruf a dan buRK-—pe LT angkat—hbal

{8) Apabna setelah penundaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) belum juga terpenuhi, tehadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf ¢, cara
penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dar pimpinan fraksi;

(9) Sefiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang
ditandatangani oleh pimpinan rapat ¢

(2) Rapal paripuma memenuhi kuorum sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
apabila :

a. dihadin sekurang-kurangnya 3/d4 {tiga per empat) dard jumlah anggota
DPRD untuk pengambilan persetujuan hak angket dan hak menyatakan
pendapat serta mengambil keputusan mengenai usulan pemberhentian
bupati atau wakil bupati;

b. rapat dihadin sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta unfuk menetapkan
peraturan daerah atau APBD; dan

c. rapat dihadin oleh lebih dan 1/2 (satu per dua) dari jumiah anggota DPRD
untuk rapat paripuma selain rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan

(3) Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila
dianggap sah :

a. disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dar jumlah anggota yang
hadir untuk rapat seba;jaimana dimaksud ayat (2) huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 {satu per dua} dan jumlah anggota DPRD
yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b; dan

¢. disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagimana dimaksud ayat
(2) huruf c.

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) tak terpenuhi maka rapat
dilunda paling lama 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak
lebih dari 1 (satu) jam.

{5} Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4),
kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat menunda rapat paling lambat 3
(tiga) han atau sampai waktu yang ditetapkan badan musyawarah.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (5) kuorum
sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, ferhadap ketentuan
sebagaimana ayat (2) huruf a dan huruf b rapat tdak dapat mengambil
keputusan.

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat {5), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) belum juga terpenuhi, tehadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} hunuf ¢, cama
penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi;

(8} OSetiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang
ditandatangani oleh pimpinan rapat.

_{

1 3 4 5
’—2 Kuorum Pasal 76 . Pasal 76 Pasal 76
{1) Setiap rapat DPRD dapal mengambil keputusan bila memenuhi kuorum. (1) Setiap rapal DPRD dapat mengambil keputusan bila memenuhi kuorum. disempumakan
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Pasal 79
Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati;
Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati diserta
penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik;

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan program legistaei-daerah;

Dalam keadaan tertentu, DPRD alau bupali dapat mengajukan rancangan
peraturan daerah diluar program legistash daerah.

Pasal 80

Rancangan peraluran daerah yang berasal dari DPRD dapat digjukan oleh
anggata DPRD, komisi, gabungan komisi alau badan legislasi;
Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi,
gabungan komisi atav badan legiskasd daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara ferulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan
penjelasan alau keterangan danfalau naskah akademik, daftar nama dan
tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2) oleh
Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legielasi Daerah untuk
dilakukan pengkajian;
Pimpinan DPRD menyampaikan hastl pengkajian Badan Legistasi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) kepada rapat paripurna DPRD;
Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD
kepada semua anggota DPRD selambat-{ambatnya 7 (lwjuh) hari sebelum
rapal paripuma DPRD; ,
Dalam rapat paripuma DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {5} :
a.  pengusul memberkan penjelasan,
b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
c. pengusul memberkan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota

DPRD lainnya.

Pasal 79

(1) Rancangan peraturan daerah dapal berasal dari DPRD atau Bupati;

(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD afau bupali diserta

—

)
2)

[3)

(4)
5)

6)

penjelasan atau kelerangan dan atau naskah akademik;

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

program pernbentukan peraturan daerah;

(4) Dalam keadaan lertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan peraturan

daerah diluar program pembentukan perafuran daerah.

{5) Rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah dapat

dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdin atas:

a. akibat putusan Mahkamah Agung;

b. APBD;

¢. pembatalan atau klarifikasi dan Menteri Dalam Negeri atau Gubemur;

d. penntah dar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda
ditetapkan.

e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; |

dan/atau
f.  pembentukan, pemekaran dan penggabungan kampung alau kelurahan.

Pasal 80
Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapa! diajukan oleh anggota
DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan pembentukan peraturan daerah;
Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan
komisi atau badan pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan
atau keterangan darvatau naskah akademik, daflar nama dan tandatangan pengusul,
dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan
DPRD disampaikan kepada Badan pernbentukan peraturan daerah untuk dilakukan
pengkaijian;
Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan pembenlukan peraturan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripuma DPRD;
Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan pembentukan peraturan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD
kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) har sebelum rapat
paripuma DPRD;
Dalarn rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {5) :
a. pengusul membenkan penjelasan;
b. fraksi dan anggola DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
¢. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Pasal 79 disempumakan

Pasal 80 disempumakan
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(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah |7} Rapat parpuma DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa; sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa;
a. persetujuan; a. persetujuan,
b. persetujuan dengan pengubahan; dan b. persetujuan dengan pengubahan; dan
¢. penolakan. c. penolakan.
{8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, [8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi,
gabungan komisi, badan legislast daerah atau panitia khusus untuk gabungan komisi, badan pembentukan peraturan daerah atau panitia khusus
menyempumakan rancangan peraturan daerah tersebut; untuk menyempumakan rancangan peraturan daerah tersebut;
(9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD [9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan
disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada bupati. dengan surat pimpinan DPRD kepada bupati.
Pasal 84 : Pasal 84 Pasal 84
(1) Rancangan peraturan daerah dapat ditark kembali sebetum dibahas [1) Rancangan peraturan daerah dapat ditank kembali sebelum dibahas bersama | disempurnakan
bersama oleh DPRD dan bupati. oleh DPRD dan bupati.
{2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik [2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati. berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati.
(3) Penarkan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana [3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan ayat {1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan
pimpinan DPRD dengan disertai alasan- alasan penankannya. disertai alasan-alasan penarikannya.
(4) Penarkan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana [4) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
dimaksud pada ayat (1) oleh bupali, disampaikan dengan surat bupati ayat (1) oleh bupati, disampaikan dengan surat bupati disertai alasan-alasan
disertai alasan-alasan penarikannya. penarikannya.
(5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana [5) Penankan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah
rancangan peraturan daerah antara DPRD dan bupali dengan disertai antara DPRD dan bupati dengan disertai persetujuan bersama.
persetujuan bersama. [6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kemball
(6) Rancangan peraturan daerah yang ditank kembali tidak dapat diajukan pada masasidang yang sama.
kembali.
Pasal 86 Pasal 86 Pasal 86 ayat (6)
(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 [1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 | disempurnakan
ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan {anda tangan dalam ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka ,
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) han sejak rancangan waktu paling lambat 30 (tiga puluh)’nari sejak rancangan peraturan daerah
- peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan bupati. tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan bupati.
Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada [2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

ayat (1) tidak ditandatangani oleh bupati dalam waktu paling lambat 30
{tiga puluh) har sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui
bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi
peraturan daerah dan waijib diundangkan dalam lembaran daerah.

tidak ditandatangani oleh bupali dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) han
sejak rancangan peraturan daerah lersebut disetujui bersama, maka rancangan
peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib
diundangkan dalam lembaran daerah.
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{3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada [3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : peraturan daerah ini maka kalimat pengesahannya berbunyi : peraturan daerab ini dinyatakan sah.
dinyatakan sah. 4) Kalimal pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

{4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelurn pengundangan naskah
harus dibubuhkan pada halaman lerakhir peraturan daerah sebelum peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah. 5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah,

{5) Peraturan daerah beriaku sefefah diundangkan dalam fembaran daerah. 6) Rancangan Peraturan daerah yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD, Perangkat

(6) Rancangan Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, Daerah, Pemekaran daerah, APBD, pajak daerah, refribusi daerah dan tata ruang
retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam fembaran daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Gubemur
daerah hanss dievaluasi oleh pemerintah danfatau gubemur sesuai dengan sebagai Wakil Pemerintah Pusal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
ketentuan peraturan perundang - undangan. undangan.

{7} Peraturan daerah setelsh diundangkan dalam lembaran daerah hams |7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan
disampaikan kepada pemernintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan kepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan keteniuan
perundang-undangan. perundang-undangan.

31 | Pemberhentian Antar Pasal 102 , Pasal 102 Pasal 102 disempurnakan
Wakiu (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat | {1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2)
{2) huruf a, hunf b, huref d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setefah adanya hasit
adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Kepulusan penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan
Badun Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat DPRD atas pengaduan dan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih,
dan/atau pemilih. (2) Keputusan Badan Kehommatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD

(2} Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehommatan DPRD
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaporkan ofeh Badan kepada rapal paripuma,

Kehormatan DPRD kepada rapat panpurna. {3) Paling fama 7 {tujuh) han sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah

(3} Paling fama 7 {tujuh) har sejak keputusan badan keharmatan DPRD yang dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan
telah dilaporkan dalam rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, DPRD menyampaikan kepulusan Badan Kehommatan DPRD kepada pimpinan partai
pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada poliik yang bersangkutan.
pimpinan partai politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan parlai polik yang bersangkutan menyampaikas keputusan tentang

(4) Pimpinar partai polilik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPROD, paling lambat 30 (tiga puluh)
pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (liga hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud
puluh) han sejak dilerimanya kepulusan Badan Kehommalan OPRD pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD. {5) Dalam hal pimpinan parai politk sebagaimana dimaksud pada ayal (3} tidak

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membernikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayal (4), pimpinan DPRD menefuskan Keputusan Badan Kehommatan DPRD sebagaimana
pimpinan DPRD meneruskan Kepulusan Badan Kehormatan DPRD dimaksud pada ayat (2) kepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati untuk bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
memperoleh peresmian pemberhentian. ) {6) Palinglama 7 {tujuh) hari sejak diteimanya keputusan pembeshentian sebagaimana

(6) Pdling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya kepulusan pemberhentian dimaksud pada ayat (3), bupali menyampaikan keputusan tersebwt kepada Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan kepulusan sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
tersebut kepada gubemur. {7) Gubemur sebagai Wakil Pemerintab Pusal meresmikan pemberhentian

(7}
(6)

Gubemur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Badan

Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan pariai politik tentang pemberhentian

| anggotanya dari bupati.

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 {empat belas) har sejak
diteimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau kepulsan pimpinan partai
politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupali.

{

(




28

1 2 3 4 5
32 Fenggantian Pasal 104 Pasal 104 Pasal 104
Antar Waktu | (1) Anggota DPRD yang berhenti antar wakiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) | (1) Anggota DPRD yang bethenti antar waktv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 | disempumakan
digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya ayat (1) digantikan oleh calon anggola DPRD yang memperoleh suara terbanyak
dalam daftar peringkal perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Daerah Pemifinan urutan berikuinya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama
yang sama. pada Daerah Pemilihan yang sama.

{2) Datam hal calon Anggota DPRD memperoleh suara lerbanyak urutan berikuinya sebagaimana | (2) Dalam hal calon Anggota DPRD memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya
dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak
sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud
calon anggota DPRD yang mempercieh suara terbanyak unutan berikulnya dan partai politik pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang mempercieh suara terbanyak
yang sama pada daerah pemilihan yang sama. urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

{3) Masa jabatan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota | (3) Masa jabatan anggota DPRD Pengganti Anlar Wakty melanjutkan sisa masa jabatan
DPRD yang digantikannya. Anggota DPRD yang diganfikannya.

{4) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota OPRO yang dlberhenukan antar waktu dan (4) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentkan antar wakiu
memlnla nama calon pengganh antar wak!u kepada KPU doRgar 3 ‘ dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPUD yang felah ditegalisir

At DR perclohan Aa-politi—yang-bersangkulan yang telah dengan tembusan kepada partai politik yang bersangkutan.
dllegallsu dengan lembusantepada partal polmk yang bersangkutan (5) KPUD menyampaikan nama calon pengganti antar wakiu kepada pimpinan DPRD

{5) KPU menyampakan nama calon pengganti antar wakiu kepada pimpinan OPRD pafing lambat paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.

5 (lima) hari sejak diteimanya sural pimpinan DPRD. (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar wakiu dari KPU

{6} Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan DPRD menyampatkan nama anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggola DPRD DPRO yzng diberhentikan dan nama ¢alon pengganti antar waklu kepada Gubemur
yang dlbemenmtan dan nama cann pengganll antar waklu kepada gubernur melalui  bupati sebaqgai Wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.

dis on-p a-pengangkatans (7) Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau

(M Dalam haI KPU hdak menyampa|kan nama calon pengganti antar wakitu danfatau menyampaikan nama pengganii antar wakiu yang tidak sesuai dengan kelentuan,
menyampaikan nama pengganti antar wakiu yang lidak sesuai dengan keleniuan pimpinan pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang
DPRD berdasakan hasil konfimasi dengan pimpinan partai poliik yangbersangkutan bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang
menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkuian kepada bersangkutan kepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusal melalui bupati.
qubemur melatui bupat. (8) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan

(8) Paling lambat 7 {tujuh} hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati
calon pengganti antar waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati menyampatkan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti
nama anggota DPRD yang diberhentkan dan nama calon pengganti antar waklu kepada antar waktu kepada Gubermur sebagai Wakil Pemerintah Pusal.
gubemur. (8) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menefima nama anggota DPRD yang

(9) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menefima nama anggota DPRD yang diberhentikan diberhentikan dan nama calon pengganti antar wakiu dari gubernur sebagaimana
dan nama calon pengganti antar waktu dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8}, dimaksud pada ayat (8), gubemur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya
gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubemur. dengan keputusan gubemur.

(10) Dalam hal Bupati tidak mengu<'.kan penggantian antarwaktu kepada gubemur sebagaimana | (10) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwakiu kepada gubemur
dimaksud pada ayat (6) gubemur meresmikan pengganlian antar wakiu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gubemur meresmikan penggantian antar waktu
berdasarkan pemberilahuan dan pimpinan DPRD. anggota DPROD berdasarkan pembentahuan dari pimpinan DPRD.

{11) Pengganti antar waktu anggota DPRD lidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota | (11) Pengganti antar wakiu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan
DPRD yang digantikan kurang dari 6 {enam) bulan. anggota DPRD yang digantikan kurang darni 6 (enam) bulan.

{12) Dalam hal permberhentian antarwakiy anggota DPRD dilaksanakan dalam waklu sisa masa | (12) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam wakiu sisa
jabatan anggota DPRD kurang dari 6 {eram) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota
tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. DPRD fersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

(13) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kosong sampai dengan akhirnya | {13) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kosong sampai dengan

masa jabatan anggota DPRD.

berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

{
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Pasal 107

(1) Dalam ha anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a atav huruf b berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD
yang bersangkutan diberhentikan idak-harmat sebagai anggota DPRD,

{2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berlaku mulai tanggal putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3 Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayal (1) huruf a atau hurul b berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekualan hukum lelap maka anggota
DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila-masad : balur-be

{1

(2
(3)

Pasal 107
Dalam hat anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasat 105 ayat (1) huruf a
atau huruf b berdasarkan pulusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukem telap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan
sebagai anggota DPRD.
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bedaku mulai
tanggal putusan pengaditan memperoleh kekualan hukum letap.
Dalam kal anggota DPRD dinyatakan fidak terbukli melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) buruf a atau huruf
b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum letap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaklifkan kembali.

Pasal 107 disempurnakan

Pasal 108, 110, 116, 117,
118, 119,120, 121 dan
Pasal 122 dihilangkan
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33 | Ketentuan Peralihan Pasal 123 Pasal 123 Pasal 123
(1} Perubahan terhadap Peraturan tata tertib, dapat diajukan oleh sekurang—kurangnya 10 ; (1) Perubahan terhadap Peraturan tala tertib, dapat diajukan oieh sekurang—kurangnya 10 | disempumakan
(sepuluh) anggota DPRD, yang lidak hanya terdiri dari 1 (satu) fraksi. (sepuluh) anggota DPRD, yang lidak hanya terdiri dan 1 {satu) fraksi.
(2} Pembahasan perubahan sebagmmana dumaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat | (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayal (1), dilakukan dalam rapat
paripuma khususdiadakan-— eduan- bt dan harus dihadirii sekurang- parpurna dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 12 (satu per dua) dari jumlah
kurangnya 2134dua=per-uga dan jumlah anggota DPRD anggota DPRD.
(3) Keputusan penetapan perubahan lethadap peraturan tai“ lemb hanya dapat (3) Keputusan penetapan perubahan terhadap perafuran tata tertib hanya dapat
d[laksanakan dengan persetu]uan sekurang—kurangnya separub-g : dilaksanakan dengan persefujuan sekurang-kurangnya dengan suara terbanyak.
34 | Ketentuan Penutup BAB XIX BAB XIX Judul XX
KETENTUAN-PENUTUP PENUTUP disempurnakan
Pasal 124 Pasal 124

Pada saal peraturan ini berlaku, maka peraturan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor
01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib OPRD Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan dicabut dan
lidak berlaku lagi.

s

Pada saat peraturan ini berlaku, maka peraturan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor
01 Tahun 2010 tenfang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

{

(
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Pasal 125
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diletapkam, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari lemyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Pasal 125
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap crang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 125 disempumakan.

35 | Penetapan dan Ditetapkan di Menggala Ditetapkan di Tulang Bawang Frase “pada tanggal ....2014" tidak
Pengundangan pada tanggal _ Oktober 2014 padatanggal ............. 2014 perlu digaris bawahi.
- Tambahkan kalom
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH penandatanganan pejabal yang
KABUPATEN TULANG BAWANG KABUPATEN TULANG BAWANG mengundangkan dan
KETUA, KETUA, pengundangannya.
- Nama pejabat yang menetapkan
................................................................. tanpa pangkat dan gelar.
- Diundangkan di Tulang Bawang
padatanggal .............. 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,
- BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ...
NOMOR ...
GUBERNUR LAMPUNG,
M. RIDHO FICARDO
(
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